
 

 
 

 
 

 

 

BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 29 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG 
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang  :  a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah, Pembentukan Dewan 
Pengawas hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang 
memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi 

anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut 
neraca 2 (dua) tahun terakhir; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 100 

Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan 
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo 

Barat; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12            Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik  Indonesia   

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 



Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia          Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13  

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9                   

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Nomor 5612); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5607); 

12. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6757); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 



tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80          

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 

tentang Pola Tarif Nasiobal Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 1213); 

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah 

Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2022 Nomor 40); 

17.  Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 100); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH SIDOARJO BARAT. 

 

PASAL I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 

2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 100), diubah sebagai 

berikut: 

 

1.  Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:  
a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;  
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non 

keuangan BLUD RSUD dan memberikan 
rekomendasi atas hasil penilaian untuk 
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD 
RSUD;  

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan 
penilaian kinerja dari hasil laporan audit 
pemeriksa eksternal pemerintah; 



d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola 
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; 
dan  

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati 
mengenai : 

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;  
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengelolaan BLUD RSUD; dan  
3. kinerja BLUD RSUD. 

( 2 ) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Dewan Pengawas wajib: 
a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati 

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola; 
b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD dan 

memberikan pendapat serta saran kepada Bupati 
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 
pengelola RSUD; 

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD; 
d. memberikan nasihat dan masukan secara tertulis dan 

resmi kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan 
pengelolaan RSUD; 

e. melakukan evaluasi penilaian mutu kinerja baik 

pelayanan, keuangan maupun non keuangan, serta 
memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk 
ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD; dan 

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian 
kinerja. 

( 3 ) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara 
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan 

sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
( 4 ) Selama belum terbentuk Dewan Pengawas atau belum 

memenuhi syarat pembentukan Dewan Pengawas, maka 
tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas menjadi 
tanggung jawab dan wewenang Bupati. 

( 5 ) Bupati dapat mendelegasikan tanggung jawab dan 
wewenang Dewan Pengawas kepada Kepala Dinas 
Kesehatan. 

 
2.  Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 74 

( 1 ) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa 
gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas 

prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. 
( 2 ) Dewan Pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai rumah 

sakit diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung 

jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. 
( 3 ) Remunerasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), diberikan dalam bentuk honorarium. 
( 4 ) Penetapan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, 

dan Pegawai RSUD, ditetapkan oleh Direktur dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

( 5 ) Honorarium Dewan Pengawas, ditetapkan sesuai dengan 
Peraturan Bupati. 



( 6 ) Bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus ASN, gaji 

pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-
undangan tentang gaji dan tunjangan ASN serta dapat 

diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

( 7 ) Penggajian Pegawai non ASN ditetapkan melalui Keputusan 

Direktur. 
( 8 ) Selama remunerasi belum dapat diberikan kepada pejabat 

pengelola dan pegawai, maka imbalan kerja diberikan 
dalam bentuk jasa pelayanan. 
 

PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Mei 2023. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

                        Ditetapkan di Sidoarjo  
              pada tanggal 25 Mei 2023 

 

            BUPATI SIDOARJO, 

 

ttd 

 

 
            AHMAD MUHDLOR 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 25 Mei 2023 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

 ttd 

 

 

ANDJAR SURJADIANTO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 29 

 

 

NOREG PERBUP : 29 TAHUN 2023Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal            2022 


